O

Menuju Kultur Baru Polri
Oleh Drs. Djoko Subagio *)

“Merubah stuktur itu
merubah kultur tak semugd
telapak tangan.” Demik
Menhankam/Panglj
Wiranto pada saat
pelepasan Po]n dal

penggunaan i
mulai menyik
intruksi ters
panyekan ku
Mandiri”, §
mengatakan
telapak tangan
dirasakan adany

Telah disadarin,
kalangan pengamat
tugas-tugas kepolis
abstrak kultur Polri hanyai
melalui citranya yang sela
pernah baik menurut pendapat ma

publik. Sejak berintregrasi Polri deng e

TNI yang diikat dengan tali bermerek
ABRI, kemurnian kultur Polri hari demi
hari semakin terkontaminasi kultur militer
dan melunturkan warna jati dirinya dari
ciri hakekat polisi yang cenderung

*) Penulis adalah SUPT. Drs. Djoko Subagio, Sesdit, Lantas
Polda Sumatera Barat.

ika per’ﬁbﬁhan ku
change) yang berjalan pelan dar

a.ktualnya
telah dlawah dan dlmoton generasi muda
dari kalangan mahasiswa dan kemudian
berjangkit ke berbagai lapisan masyarakat
di seluruh pelosok nusantara, telah
membuka mata hati dan nurani kita
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dengan terkuaknya kedok-kedok politis
yang merusak sendi-sendi kultur
demokrasi bangsa dan di mana-mana di

semua lini termasuk institusi Polri. kuI

dari berbagai

(Kamdagri) sejak lepas dari TNI, perlu
dikaji dari aspek kultural yang telah dan
akan dijiwainya. Kalau fenomena

belum bisa diperéaya se
yang har IS mampu men

diperjuangkan g

sehingga men

berskala nasi gedi Trisaksi, _
tragedi Se agedi-tragedi  seb

bangsa ini
permasalahan '
menciptakan formula
membersihkan kerak-Kega
yang terlanjur menjamu
Orde Baru tersebut.

Menyikapi peristiwa gelombang
reformasi yang gemanya masih
berlangsung sampai sekarang, posisi Polri
selaku aparat negara penegak hukum,
pelindung, pengayom, dan pelayan
masyarakat, serta pengemban misi
terciptanya keamanan Dalam Negeri

‘struktural, instrumental-dan kult

Mereka menyadari sangat bany
harus dibenahi dari institusi

daft telah
AT Hflya Polri dari
TNI sebagm penbenahan dari aspek
struktural dengan harapan ada perubahan
perilaku kultur Polri sesuai dengan yang
diharapkan. Namun perubahan yang baru
bisa dilaksanakan hanya dari satu aspek
tersebut belum bisa dirasakan dampaknya
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oleh masyarakat. Kultur Polri dirasakan  nasional yang berupa masyarakat yang [
masih tetap sama seperti sebelum dilepas  adil dan makmur (raharja), dipersyaratkan
dari ABRI. adanya suasana gairah untuk membangun

- Landasan kultur Polri.

Sejak Republik ini beg
sesepuh Polri telah mencip
filosofi sebagai pedg
pedoman kerja yang
setiap insan Pol :
Brata” dan “Cati
Brata idealnya $
telah tertanani
kepribadian
insan : ras
yanottama, d:
yang artinya §
nusa dan bar
dari pada neg
ketertiban pri
Sementara itu pe

dan peace hanya
ada suasana ketertiban
flukum (tata). Dengan

pimpinannya; menge
musuh negara dan
mengagungkan negara; dan
trisna kepada sesuatu. L

digunakan sebagaiafat kendali
Polri untuk berperilaku dan berkultur
sesuai dengan harapan masyarakat.

Kedua landasan pedoman ini pada
dasarnya merupakan konsep etika yang
harus dijiwai oleh setiap insan Polri yang

Namun dalam praktek atau amaliahnya
didapatkan kenyataan yang berbanding
terbalik. Harapan masyarakat terhadap
Polri tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan

erat kaitannya dengan doktrin yang
diyakininya, yaitu “Tata Tentram Kerja
Raharja” (TTKR). Doktrin yang berisi
ajaran, bahwa untuk mencapai tujuan
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merubah karakter individu Polri mulai
dari keyakinan sampai dengan

sehubungan dengan terdapatnya kendala
intern maupun ekstern yang secara

akumulatif telah membelenggu setiap ~ perilakunya. Sapta Marga dan Sumpah

individu Polri untuk semakin jauh deng
pedoman hidup maupun pgi

Ketetapan
Kepolisian

kesatuan ikatan kulfi
harus dipadukan. )
selanjutnya secara perlahan
kultur Polri mulai terkikis erosi kultu
ABRI yang memang lebih dominan dan
bercirikan militeristik. Doktrin Catur
Dharma Eka Karma (Cadek) dengan
Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai
ciri khas utamanya, dalam kurun waktu
hampir dua dasa warsa telah mampu

dalam amaliahnya di lapan
oleh masyarakat sebagai alat

At aa Tri Brata

ad1kt1v1tas militerisme tampaknya
memerlukan rehabilitasi dalam jangka
panjang bila diharapkan kualitasnya
sesuai dengan harapan masyarakat
mengenai Polri mandiri dengan para-
digma barunya.
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. Kultur Yang Anomi

Sejak berlakunya instruksi presiden
~ nomer 2 tahun 1999 tanggal 1 April 1999
'yang salah satu amanatnya menyebutk 0,
bahwa Menhankam / Pangh ]
segera menyiapkan pemb
undang-undang nomer
tentang ketentuan pok
keamanan negara :
nomer 28 tahun 19

bagian dari 1
soceity) yan
supremasi huk
hak azasi ma
memicu semarn
untuk segera meg
mengenai paradig
antara lain ; Reforma!
profesional ; dan Reform
Drs Bibit S . Riyanto,
konsepsi tersebut secara histo
bahwa perkemba

disadari,

kedudukan tugas dan fungsi kePOlisi .

tersirat adanya pergeseran visi, misi, dan
tujuan kepolisian yang disebabkan oleh
kedudukan dan peran kepolisian dalam
sistem politik negara yang memberikan
beban pada kepolisian sebagai alat
kekuasaan. pergeseran visi, misi, dan
tujuan tersebut mencerminkan pula

sepsinya 1
gi Polri,

adanya upaya pada arah pergeseran kultur
lama menuju kultur baru yang sekaligus
k_mendongkrak

asyarakat
tidak bisa dllaksanakan secara drastis.
Penye-suaiannya terhadap berbagai aspek
pembentuk kultur baru tersebut perlu
waktu yang panjang dan formula yang
tepat. Aspek struktural dan instrumental
sebagai penunjang kultur yang
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diharapkan dalam bentuk kualitas
pelayanan yang optimal, pembenahannya
baru dalam konsepsi makro yang belum

jelas pentahapannya baik dalam j _]an k gcent

pendek, jangka sedang, mau
panjang. Pembaharuan Ungd
Nomer 28 Tahun 199
Undang dan pera ;

jangka pende
sekarang adala
pemerintah

kemisteriusan.

Era reformasi yang telah b

memberikan pelajaran berharga bagi 3

Polri, perlu dicermati dalam perkem-
bangan berikutnya agar kerak-kerak yang
telah dikupas oleh paradigma baru dalam
era global ini tidak lagi mencemari
eksistensi kiprahnya dalam dinamika
kehidupan masyarakat selanjutnya.

Dimasa mendatang yang
dlpengaruhl

tersebut, terutama masal
supremasi hi

undang nomer 28 tahun 1997,

sangat

oleh perkembangan
é ois, tantangan yang
20lri “Wkan_semakin

um dan berbagai as

kultural yang menyang

idak-akan anyakbcram
manakala institusi Polri itu sendiri tidak
ada atau belum ada semangat reformasi
hanya karena masih terlena dengan kultur
lama yang nyata-nyata memilki sifat
adiktif dan sangat merugikan
cksistensinya.
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Keberhasilan Polri dalam menuju ke  dan sejajar dengan unsur criminal justice
kultur baru sangat ditentukan oleh system (CJ _S) lainnya, namun kalau
semangat reformasi individu-individu perubahan_i idak diikuti dengan '
Polri itu sendiri. Peran serta masyarakat : ilal
terutama elit politik dalam mewuyyj
Polri yang profesional dan y

menjawab tantangan ma;

dengan tuntutan dan haf bertanggung jawab kepada Pres
sifatnya hanya dul i dimulainya lang
tanggal 1 Juli (@ i uPolri, secara bertahap
Pemerintah tela Dasti Iti-bisa tampil dengan

keputusan Pre

68 Bhayangkara Edisi 47 / Oktober 2000





